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PUTUSAN
Nomor XXXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr

ek 7
Sl o
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Cleaning Service,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Surya,
Perumahan Cendrawasih Blok U No.17, RT.004 RW.004,
Kel. Air Putih, Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai
Penggugat;

melawan

XXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP,
tempat kediaman di Jalan Melati 2 No.42, RT.002 RW.003,
Kel. Bina Widya, Bina Widya, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti
Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08
November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru
pada tanggal 10 November 2021 dengan register perkara Nomor
1936/Pdt.G/2021/PA.Pbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 1997 telah dilangsungkan perkawinan antara
Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai
dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan
di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru,
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sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 266/62/V1/1997 Tertangga 26
Juni 1997;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan
berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk
rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah
Swit;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
kediaman bersama di Jalan Surya Peru Cendrawasih No.17, RT.004
RW.004, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah
berhubungan suami-isteri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang
masing-masing bernama:

0 M Abi Rafdi, laki-laki, lahir pada tanggal 19 November 1997;
0 M Bobi Rafli, laki-laki, lahir pada tanggal 19 November 1997;
[] Salsabila Eka Putri, perempuan, lahir pada tanggal 14 April 2002;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga
dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2020, ketentraman
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara
Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara
terus menerus sejak bulan Desember tahun 2020.sampai dengan saat ini,
yang penyebabnya antara lain;

0 Tergugattidak memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat
[0 Tergugat suka berkata kasar

7. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi
pada bulan Maret tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat dimana
Tergugat pergi dari rumah. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat
sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami
istri;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi,
Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat
dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan

perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil
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7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana
yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah
tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan
tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena
perceraian;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini
Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq.
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat
menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan
Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang
amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXX) Terhadap

Penggugat (XXXXXX);

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah
datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi
dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu
halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang

isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
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Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir
di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat
didengarkan;
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan
alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :
1. Bukti Surat.
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (Kecamatan
Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Nomor 266/62/V1/1997 Tanggal 26 Juni
1997. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,
kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua
Majelis;
2. Bukti Saksi.
Saksi 1, XXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan D3,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di JI. Melati 1l Rt. 002 Rw.
001 Kelurahan Bina Widya Kecamatan Bina Widya Kota pekanbaru, di
bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
kakak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan
suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1997 di
Bukitraya Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal
di Air Putuh Panam Pekanbaru;
- Bahwa sejak tahun 2020 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi
karena sering terjadi perselisihan danpertengkaran disebabkan Tergugat
tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat orangnya sangat

egois, kasar dan sering marang-marah Penggugat sebagai istrinya;
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- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak tinggal bersama lebih
kurang 7 bulan karena Tergugat yang pergi dari tempat kediaman
bersama;

- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat dengan
Tergugat bertengkar serta juga diberitahu oleh Penggugat;

- Bahwa Saksi melihat Penggugat dengan Tergugat, sebanyak lebih dari 3
kali;

- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak
berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi, dan pihak keluarga juga
tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Saksi 2, XXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D3,

pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Bina Widya No. 08 Rt. 003 Rw.

03 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota pekanbaru, di bawah

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
keponakan Penggugat;

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan
suami isteri;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1997 di
Bukitraya Pekanbaru;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal
di Air Putuh Panam Pekanbaru;

- Bahwa sejak tahun 2020 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi
karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat
tidak memberi nafkah kepada Penggugat, kasar dan sering marang-
marah kepada Penggugat sebagai istrinya,;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak tinggal bersama lebih
kurang 7 bulan karena Tergugat yang pergi dari tempat kediaman
bersama;

- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri serta juga diberitahu oleh

Penggugat, kalau Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
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- Bahwa Saksi melihat Penggugat dengan Tergugat, sebanyak lebih dari 3
kali;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak
berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi,
Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima
dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;
Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan mohon putusan;
Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian

yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu
hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008
yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa
hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,
dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan
hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan
Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai
adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tegugat sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat
suka berkata kasar, bahwa sejak bulan Desember tahun 2020 sampai dengan saat ini telah
pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;
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Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalii gugatan Penggugat karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-
alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang
sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan
sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil,
isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan
Tergugat pada tanggal 11 Juni 1997, relevan dengan dalil yang hendak
dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan
terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah
pada tanggal 11 Juni 1997, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi
yaitu: Sri Marta Ningsih Binti Suib dan Novri Sri Astuti binti Murah Adil,
keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam
duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan
relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak
ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2
(dua) orang dinilai pula telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi
sehingga Penggugat tidak perlu menambah alat bukti lainnya, selain itu pula
para saksi yang dihadirkan adalah berasal dari keluarga atau setidaknya orang
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yang dekat dengan Penggugat, oleh karenanya saksi tersebut telah memenuhi

ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Tergugat karena
tidak hadir di persidangan, akan tetapi ketidak hadiran mana patut dianggap
bahwa Tergugat tidak ingin membela haknya atau boleh jadi pula Tergugat telah

menyetujui perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dan mengambil alih menjadi
pendapat Majelis, sebagaimana pendapat ahli figih dalam Kitab Ahkamul
Qur'an Juz Il hal. 405 yang berbunyi:

al 5>V plls 9g9
Artinya: "Siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian
tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya" ;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan
dengan bukti-bukti yang diajukan, dinilai saling bersesuaian satu sama lain
sehingga telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah
pada 11 Juni 1997 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

2. Bahwa sejak bulan Desember 2020 antara Penggugat dengan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak
mencukupi memberikan nafkah kepada Penggugat;

3. Bahwa sejak bulan Maret 2021 Tergugat pergi meninggalkan rumah,
sehingga sejak saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal
selama 7 bulan;

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan atau
setidaknya sudah pernah dinasihati akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah disimpulkan di atas,
maka dalil gugatannya Penggugat tersebut adalah didasarkan kepada alasan

perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1
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Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
dan Pasal 116 Kompilasi huruf (f) Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dalil hukum sebagaimana diuraikan di atas
setidaknya mempunyai unsur-unsur bahwa antara suami istri, terus-menerus
terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun

lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa unsur terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran, fakta mana dapat dibuktikan dari pengakuan Penggugat sendiri
demikian pula dari keterangan saksi-saksi yang mengetahui bahwa antara
Penggugat dengan Tergugat, benar terjadi perselisihan dan pertengkaran.
Keterangan saksi tersebut dapat diketahui karena pernah melihat ataupun
mendengar atau setidaknya diketahui dari sikap dan keterangan serta
pengakuan Penggugat sendiri sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan

di atas;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat, terjadinya perselisihan dan
pertengkaran tersebut, landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran
fisik (phsysical cruelty), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (mental
cruelty) yang menyebabkan tidak terpenuhinya lagi hak dan kewajiban suami
isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik
maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi secara nyata telah
terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah
satu pihak. Kondisi yang demikian dapat dianggap telah terjadi broken

marriage;

Menimbang, bahwa adapun unsur tidak adanya harapan akan hidup
rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, dapat pula dibuktikan dengan fakta
hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan
setidaknya dinasihati oleh pihak keluarga demikian pula di persidangan majelis
sudah berusaha memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat setiap kali
persidangan agar rukun dan berbaikan kembali dengan Tergugat, akan tetapi
ternyata tetap tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan pada dasarnya tujuan
inti hukum Islam dapat dirumuskan sebagaimana dalm qaidah Fikhi yang
berbunyi:

wl> le pasio sawlaol s,
o | P |

Artinya : Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;

Menimban, bahwa dalam hal ini mengandung pengertian tujuan
disyariatkannya hukum yang di dalamnya termasuk hukum perkawinan, adalah
untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan
manusia baik di dunia maupun di akhirat sehingga bila menimbulkan mafsadat
yang sangat kompleks maka seharusnya lebih diutamakan dan
mendahulukannya daripada meraih mashlahat yang belum tentu diperoleh;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan
tersebut, karena mudharat yang ditanggung dinilai lebih besar daripada
maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan dipandang

sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang disimpulkan di atas merupakan
fakta yang dikonstatir dan didasarkan kepada beberapa pertimbangan yang
telah diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (broken marriage)
dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena bagaimana mungkin untuk
mempertahankan rumah tangga tersebut sementara Penggugat sudah bertekad
bulat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana pula dipertimbangkan di

atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas
Majelis berpendapat apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa rumah
tangganya sudah tidak rukun dan tidak dapat dipertahankan lagi, dinyatakan
terbukti secara sah, alasan mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal
39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam Tahun 1991;
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Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan
Majelis telah mendengar keterangan keluarga pihak-pihak setidaknya keluarga
Penggugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka cukup alasan
pengadilan untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat
dengan menjatuhkan talak satu bai'in sughra Tergugat terhadap Penggugat

sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal
90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah diapnggal secara resmi dan patut utuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXX) Terhadap
Penggugat (XXXXXX);

4, Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2021 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah oleh Drs. Abd.
Rahman, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H. dan Dra. Hj.
Misnah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Zulkifli,
S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat.
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Hakim Anggota Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H. Drs. Abd. Rahman, M.H.

Dra. Hj. Misnah, S.H.
Panitera Pengganti,

Drs. Zulkifli, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses :Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 250.000,00
- PNBP :Rp 20.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
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